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KEMEN-ATR/BPN. Pembinaan dan Pengawasan
PPAT.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

Menimbang

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, perlu diatur pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah yang dilaksanakan oleh Menteri;

bahwa pengaturan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
dilakukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, telah diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan
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Mengingat

pengawasan dalam peraturan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu diatur kembali pembinaan dan
pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
dilaksanakan oleh Menteri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta

Tanah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang
Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3746) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5893);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
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6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan
Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 967);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1874);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun.

2. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang
dilakukan oleh Menteri terhadap PPAT secara efektif dan
efisien untuk mencapai kualitas PPAT yang lebih baik.

3. Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat

preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk
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10.

menjaga agar para PPAT dalam menjalankan jabatannya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah
Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri
adalah  Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata
ruang.

Direktur Jenderal adalah pimpinan pada Direktorat
Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengaturan, penetapan, dan pendaftaran hak tanah,
pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta
pemberdayaan hak atas tanah masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang
selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah
instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di
Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Menteri.

Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan
Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya
disingkat IPPAT adalah organisasi profesi jabatan PPAT
yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.
Kode Etik IPPAT yang selanjutnya disebut Kode Etik
adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh
perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau
yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan
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yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota
perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan
tugas jabatan sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para
PPAT Pengganti.

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT adalah majelis yang
diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT.

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat yang
selanjutnya disingkat MPPP adalah Majelis Pembina dan
Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kementerian.
Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Wilayah yang
selanjutnya disingkat MPPW adalah Majelis Pembina dan
Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kantor Wilayah
BPN.

Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah yang
selanjutnya disingkat MPPD adalah Majelis Pembina dan
Pengawas PPAT yang Dberkedudukan di Kantor

Pertanahan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan pembinaan dan  pengawasan  serta
penegakan aturan hukum melalui pemberian sanksi
terhadap PPAT yang dilakukan oleh Kementerian.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan
PPAT yang profesional, berintegritas dan melaksanakan
jabatan PPAT sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan Kode Etik.

Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan PPAT;
b. pembentukan majelis pembina dan pengawas PPAT;

c. tata kerja pemeriksaan dugaan pelanggaran PPAT;
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